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ABSTRACT
THE BASIS OF THE LAW OF BANKING APPLICATIONS IN INDONESIA
(Study of Decision No. 09 / PAILIT / 2011/ PN. NIAGA / MEDAN)
By
DEDEK EFRI WIBOWO
NPM: 158400098

The bankruptcy law was originally intended to protect creditors by providing
clear and certain ways to settle unpaid debts. Circumstances to stop paying debts
can occur because they are unable to pay and do not want to pay. Both causes
certainly cause harm to the creditor concerned. The next steps, especially in
relation to financial matters, can be taken through litigation, namely by
submitting bankruptcy or delaying debt payments through the Commercial Court.
It is expected that the confiscation of the company can be carried out by the public
bankruptcy which then the assets of the company can be used to pay debts from
creditors. In this research, the writer will take the title "THE BASIS OF LAW
APPLICATION FOR Bankruptcy IN INDONESIA" (Decision Study No. 09 /
Bankrupt / 2011 / Pn. Niaga / Medan. The problem in this research is how are the
requirements for bankruptcy application to be accepted by commercial court, and
what are the consequences of the law on bankruptcy decisions granted by the
commercial court based on the decision number 09 / Bankrupt / 2011 / Mr. Niaga
/ Medan? The purpose of this study is to determine the requirements for a
bankruptcy application so that it can be granted by the Commercial Court and to
determine the legal consequences of the bankruptcy decision granted in the
decision number 09 / Bankrupt / 2001 / PN NIAGA / MEDAN The research
method used is the literature study and interview of the Commercial Judge in the
Medan District Court Based on the results of the study the authors concluded that
bankruptcy of a debtor can be filed if it meets the following requirements : Debtor
must have at least more than one creditor (Concursus Creditorium), Debit or not
paying off at least one debt to one of its creditors, the debt that has not been paid
must be past due and can be collected (due and payable) can be proven simply.
The legal consequences of the application for bankruptcy based on the decision
are in case of decision No. 09 / PAILIT / 2011 / PN. NIAGA / MEDAN which is
the object of the study of the author where after conducting research that the
application for bankruptcy was granted by the Medan Commercial Court, the
Commercial Court, the debtor by law loses his right to do something about the
control and management of assets included in the bankruptcy from the date of the
bankruptcy.

Keywords: Bankruptcy Conditions and Legal Results.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi
baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang
mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. kegiatan
ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaa yaitu, suatu
kegiatan yang mengandung perngertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus

dilakukan:

1. Secara terus menerus dalam artian tidak terputus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (legal);

3. Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. !

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya
merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenisnya,
ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahan, antar
negaraa dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi
setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana
dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk mebiayai

kegiatan perekonomian yang ada.>

! Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Ekonomi, CV MandarMaju, Bandung, 2000, Hal. 4
2 Mustafa siregar Efektifitas perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan
Lainnya, dengan penelitian di wilayah Kodya Medan, Disertasi 1990, Hal. 1
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Kerisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada
pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian.
Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis
yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis
tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah dsalah satu negara
yang palinga menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutya tidak sedikit dunia
usaha yang gukung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya

menderita.’

Bermula dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
mengakibatkan untang-untang negara dan swasta dalam bentuk Valuta asing
membengkak berlipat-lipat sehingga mengakibatkan banyak sekali debitur terutama
sektor swasta tidak mampu membayar utang-utangnya. Efek samping yang lain
adalah banyaknya kredit macet diperbankan dalam negeri juga mengalami kemacetan
sehinnga sangat mempengaruhi dunia usaha kesulitan keuangan dan banyak yang

mengalami kebangkrutan.

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, makin banyak usaha yang
tidak dapat meneruskan usahanya termasuk memenuhi kewajibannya pada kreditor.
Maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna yaitu peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kepailitan. Interasional Monetary Fund (IMF)

mendesak agar pemerintah RI segera mengganti atau merubah peraturan kepailitan

3 Ahmad yani, gunawan Wijaya, seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, Hal. 1
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yang berlaku, yaitu Faillisement Veordering (FV) sebagai sarana agar utang-utang

pengusaha di indonersia dapat segerea diselesaikan.*

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan
untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk
menyelesaiakan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian,
undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan

cara untu menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh.’

Dalam penanganan perkara kepailitan, digunakan UUK-PKPU. Sebelumnya
adanya UUK-PKPU, dasar hukum pengaturan bagi lembaga kepailitan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK),
yang sebelumnya lagi diatur dalam Fuaillisement Verordening Tahun 1905 (FV 1905).
Dengan diberlakukannya UUK-PKPU, maka menurut Pasal 307 UUK-PKPU,
ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali peraturan pelakasanaannya
berdasarkan Pasal 305 UUK-PKPU, karena pengaturan yang terakhir dipandang
sudah mengatur lebih lengkap. Dalam Penjelasan Umum UUK- PKPU dikemukakan
beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan mengenai

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

4Sudargo Gautama, komentar atas peraturan kepailitan baru untuk indoneia, (1998), cet. 1
Bandung, PT. Aditya Bakti, 1998, Hal. 1

> Erman Radjagukguk, latar belakang Ruang Lingkup Undang-UndangNo. 4 Tahun 1998
Tentng Kepilitn, dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Piutang Melalui Pailit atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung Hal. 181
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1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama
ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang
menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa
memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan olehsalah
seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusahauntuk
memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu
sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari
debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk

melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.®

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UUK-PKPU merupakan tujuan
pembentukan undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang
sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hokum masyarakat. Ada dua unsur yang

penting dalam hal mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. Ada 2 kreditor atau lebih

2. Utang sudah jatuh tempo

Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor
separatismaupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu

berartikewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah

SMeidita Andriani, “Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak membayar
Utangnya ", Tesis, Fakultas Hukum Universita Airlangga, Surabaya, 2015, him.13
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diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena
putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Dalam mengajukan permohonan
pailit, UUK-PKPU mengatur bagaimana prosedur-prosedut untuk mengajukan
permohonan pailit. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yang

termuat dalam Pasal 2 UUK-PKPU, adalah:

1. Debitor

2. Kreditor

3. Kejaksaan, dalam hak untuk kepentingan umum

4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank

5. Bapepam (dalam hal debitornya merupakan perusahaan efek, bursa efek,atau
lembaga kliring dan penjaminan

6. Menteri keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi,
perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang berkecimpung di

bidang kepentingan publik.

Semenjak krisis moneter serta adanya dari IMF, dalam sejarahnya Indonesia

telah memberlakukan aturan tentang kepailitan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perpu. Nomor. 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Kepailitan
pada tanggal 2 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU
ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republim Indonesia No. 4 Tahun
1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8
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September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia (LNRI) Tahun 1998 No. 135.

2. Dalam perkembangannya ditinjau dari segi materil yang diatur diatas masih
terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk kepentingan dunia usaha
dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan
efektif, dangat diperlikan perangkat hukum yang mendukungnya maka
dilakukan  perubahan terhadap undang-undang kepailitan  dengan
memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan dan
perkebangan hukum masyarakat. Sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004
telah disahkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) dan tercatat pada

Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131.

Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu
membayar dan tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut tentu menimbulkan
kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Dipihak lain, debitor akan mengalami
kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan
dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi keadaan tersebut dapat ditempuh melalui
jalur non litigasi yaitu dengan perdamaian atau mediasi baik menggunakan lembaga
mediasi dalam negeri atau mediasi luar negeri. Langkah kedua adalah melalui jalur
litigasi yaitu dengan cara mengajukan permohnan pailit atau penundaan pembayaran

utang melalui pengadilan niaga. Diharapkan dengan dijatuhkannya pailit terhadapa
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perusahaan tersebut dapat dilakukan sita umum yang kemudian aset dari perusahaan

tersebut dapat digunakan untuk membayar utang dari kreditor.

Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit diharapkan
menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal
itu disebabkan melalui lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang
mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi atau Lembaga dimaksud
misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator. Hak dan kewajiban, tugas
dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang
melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan penyelesaian utang kepailitan
tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penundaan
kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan. Demikian pula
mengenai hak dan kewajiban debitor dan kreditor secara seimbang seyogyanya
mendapat pengaturan dalam perundang-undangan yang dimaksud. Berkaitan dengan
hal yang diutarakan diatas maka diharapkan di Indonesia terdapat peraturan perundang-
undangan yang memenuhi keburtuhan tersebut, disamping juga memenuhi
perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dunia usaha nasional,
regional maupun global. Untuk memiliki peraturan demikian tentu tidak mudah, dan

memerlukan waktu yang tidak sebentar.”

Salah satu contoh adalah Kasus Paialit Telkom telah menyita perhatian
masyarakat dalam skala nasional. Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,

memutuskan bahwa Telokomsel dalam keadaan pailit setelah permohonan Prima Jaya

" H. M. S. sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
PT. Alumni, Bandung, 2006, Hal. 1
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Informatika dikabulkan. Permohonan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika,
distributor voucer isi ulang Kartu Prima tersebut Nomor48/Pailit/2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam permohonan, pemohon menyertakan PT. Extent Media
Indonesia sebagai kreditur lain, yang merupakan syarat bagi pengajuan pailit.
Telkomsel terbukti memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya
kreditur lain. Kemudian melalui Putusan Mahkamah Agung No.704/Pdt. Sus.2012
tertanggal 21 November 2012 yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi
dari Telkomsel (anak usaha Telkom Tbk) dan membatalkan Keputusan Pengadilan
Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Denga dikabulkannya permohonan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membuktikan adanya perbedaan fakata “terbukti secara
sederhan” baik oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun majelis

hakim Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Bab II Undang-undang KPKPU Pasal 8 ayat (4) yang secara
tegas menyatakan: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat
fakta atau keadaan yang terbukti secara sederahan bahwa persyaratan untuk

dinyatakan pailit sebagimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU berbunyi sebagai
berikut: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihn, dinyatakan pailit
dengan putusan Pengadilan, bai katas permohonan sendiri maupun atas permohonan

salah satu atau lebih kreditor.
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Dalam hal beberapa kasus terdapat perbedaan pendapat antara hakim tingkat
pertama dengan tingkat kasasi dalam menilai “terbukti secara sederahan”
permohonan tersebut. Kekuasaan kehakiman seperti ditegaskan Pasal 24 dan 25
Undang-Undang dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan
merdeka dan terlepas dari “pengaruh” kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian
yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya
membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan
pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat
diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam
penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Karena itu penjelasan Pasal itu
mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, langsung
dikaitkan dengan jaminan mengenai kedudukan para hakim. Maksudnya ialah agar para
hakim dapat bekerja professional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasan pemerintah,

kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang®

Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ketentuan
Pasal ini berlaku bagi semua lingkungan peradilan maupun kekuasaan kehakiman,

baik pada Mahkamah Agung maupun Mahkamh Konstitusi.

8 Akhmad Sukris Sarmadi, Kemandirian Hakim Dan Pencapaian Keadilan Mahkamh
Konstitusi, Jurnal Konstitusi: vol. No. 2, November 2009
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Pasal diatas digambarkan bahwa keadilan berdasar Pancasila yang merupakan
moral normatif tertinggi negara hukum Republik Indonesia. Sementara itu pula
kekuasaan kehakiman (yang merdeka) adalah guna terselenggaranya penegakan
hukum dan keadilan. Selanjutnya untuk mencapai terselenggaranya penegakan
hukum dan keadilan adalah tidak adanya campur tangan orang lain; pihak penguasa
seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa segala campur tangan dalam urusan
peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal
sebagaimana disebtu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dengan kata lain, dua kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif) yang
berada berdampingan dengan kekuasaan lainnya tidak boleh mancampuri segala
urusan peradilan yang merupakan realisasi Kekuasaan Kehakiman.® Telepas dari
adanya perbedaan pendapat dalam menilai “terbukti secara sederhana” yang
meupakan kemandirian hakim dalam menilai suatu perkara, diperlukan adanya

standar baku yang tidak menimbulkan penafsiran hakim dalam menilai suatu kasus.

Salah satu isu penting setelah Undang-Undang Kepailitan 1998 diundangkan
adalah dibentuknya Pengadilan Niaga (commercial court) sebagai pengadilan yang

memutus perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPKU).!?

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab

% Harjono, Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jurnal Konstitusi Vol. 4
No. 2 Juni 2007, Hal. 16
19 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.
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tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal
299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga penyebutannya pada “setiap Pasal
cukup dengan menyebutkan kata Pengadilan tanpa ada kata Niaga” karena merujuk
pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 7 bahwa Pengadilan adalah

Pengadilan Niaga dalam Lingkunagn peradilan umum.

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan Lembaga peradilan

yang di bawah lingkungan Perdailan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit;

2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang;

3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan

dengan Undang-Undang. Misalnya sengketa HAKI.

Pengadilan Niaga tersebut bukanlah merupakan pengadilan baru sebagian
tambahan pengadilan yang telah ada seperti dimaksud dalam Pasal 10 Undang- Undang
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana
sudah diubah dengan Undan-Undang No. 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 yang melipuiti peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan PTUN. Penjelasan Pasal 10 tersebut menyebutkan juga bahwa perbedaan
dalam empat lingkungan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya

pengkhususan di lingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam Undang-
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Undang. Penaturan Pengadilan Niaga tidak diwujudkan dalam satu Undang-Undang

tersendiri melainkan melalui Undang-Undang Kepailitan 1998 sebagai dasar hukum.

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat,
hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses
kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga
antara lai dipengaruhi oleh system pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana
atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4)
Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila
terdapat fakta yang terbukti secara sederhan bahwa pernyataan untuk pailit hanya
meliputi syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi
syarat untuk dapat untuk dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih, adanya kreditor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya.
Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk

menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya.

Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan adalah perkara
perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang
pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu materil
Undang-Undang Kepailitan menentukan hanya cukup mempunyai dua atau lebih
kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih. Hal ini dapat diartikan pembuktian sangat sumir. Tinggal bagaimana majelis
hakim melihat apakah permohonan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana artinya
dapat dijatuhkan pailit.
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Apabila tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka majelis hakim akan
menolak permohonan tersebut tanpa harus mempertimbangkan hal lain sebagai
contoh adalah kasus pailit Telkomsel di mana dijatuhkan pailit oleh hakim niaga
Jakarta Pusat tanpa mempertimbangkan perbandingan aset Telkomsel dengan jumlah

hutangyang harus dibayar.

Dalam hal ini dikaitkan dengan kasus Putusan No. 09/PAILIT/2011/PN.
NIAGA/MEDAN. Yang akan penulis jadikan sebagai objek kajian, dimana dalam
kasus ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negari Medan yang memeriksa dan
mengadili permohonan pernyataan pailit pada tingakat pertama, telah menjatuhkan
putusan atas permohonan pernyataan pailit dirinya sendiri yang di ajukan oleh Tuan
Jonny Ameng yang beralamat di RT 005 RW 002 Kelurahan Bungo Timur,
Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, yang dalam hal ini memberikan
kuasanya pada Dekson Silalahi, SH. MM. MH dan Rudolf MS. Silalahi, SH. para
Advokat pada kantor Badan Pembelaan Konsultasi Hukum Musyawarah
Kekeluargaan Gotong Royong (DPP-BPKH. MKGR), beralamat di Jalan Diponegoro
No. 54 Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus

2011, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit.

Tentang duduk perkarnya, bahwa pemohon melalai kuasanya telah
mengajukan permohonan pernytaan pailit terhadap dirinya sendiri, yang diterima dan
didaftarka pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 27 September
2011 dengan nomor registrasi perkara Nomor 09/Pailit/2011/PN. Niaga/Medan, yang
isinya:
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I. Tentang Kedudukan Pemohon Pailit:

Bahwa pada tanggal 03 September 2008 Pemohon Pailit melakukan

kerjasama opersional penmbangan batu bara antara PT. Bima Pratama

Nusantara, CV. Karunia Bumi Perkasa dan Djendrik Djusman. Adapun luas

dari lahan tersebut yaitu 61.878 M2 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh

puluh delapan meter persegi) diatas lahan milik Djendrik Djusman, Desa Leban,

Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan yang lebih

dikenal dengan lokasi Sungai Inom Badak;

1. Bahwa Djendrik Djusman memperoleh bidang tanah dimksud dibeli dari
Abdul Muis sebagaimana dengan bikti hak, akta Notaris No. 57 tanggal 17
Juni 2003, tentang Hak Milik yang dibuat dihaapan Notaris Ahmad Yani
SH. Notaris di Muara Bungo dengan urutan dokumen atau surat
diantaranya:

a. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Abdul Muis
sebagai penjual

b. Peta situasi atas bidang tanah atas nama Abdul Muis,

c. Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/KLB/X/2003 tanggal 06b
Maret 2003 atas nama Abdul Muis;

d. Kwitansi

2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 PT. Karya Bungo Pantai Ceria Cena
Group (KBPC) melaporkan pemohon pailit ke Kepolisian Metro Muara
Bungo (No. Pol: LP/b284/X/2008/SPK) dan Penyidik dari Kepolisian

Muara Bungo melakukan Police Line di atas bidang tanah proyek
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penambangan batu bara tersebut dan sekaligus melkukan penyitaan atas
lahan dan alat-alat berat;

Selanjutnya PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group (KBPC) juga
menggugat pemohon pailit ke Pengadilan Negeri Muara Bungo atas
penyerobotan lahan penambangan tersebut di atas, sehingga kegiatan
penambangan tersebut menjadi berhenti total. Hal tersebut mengakibatkan
kerugian yang sangat besar dan juga menimbulkan hutang bagi Pemohon
Pailit;

Bahwa pemohon pailit telah mengajukan Pra Peradilan (Putusan No.
02/Pra. Pid/2009/PN. Mab) pada Pengadilan Negeri Muara Bungo namun
pengajuan tersenut tetap ditolak (bukti P-1)

Bahwa atas laporan tersebut Pemohon Pailit telah mengajukan Pra
Peradilan, karena Pemohon Pailit tidak merasa beersalah dan dirinya telah
menjadi korban salah tangkap oleh Kepolisian Resort Muara Bungo,
Pemoho Pailit mengelola laha tersebut atas persetujuan Djendrik Djusman
sebagai pemilik lahan sesuai dengan bukti kepemilikan;

II. Bahwa Pemohon Pailit Tidak Dapat Membayar Hutang-Hutangnya Kepada
Lebih Dari Dua Kreditor Yang Sah Akibat Seperti Yang Telah Diuraikan Diatas,
Juga Mempunyai Hutang Pokok Dan Hutang Yang Lain;

1. Hutang Pokok:

a. Bahwa pad tanggal 14 November 2008 PT. Karya Bungo Pantai Ceria
(KBPC) telah menggugat Pemohon Pailit, penggugat mengaku sebagai

pemilik lahan dan melalui Pengadilan menyita seluruh aset dan seluruh alat
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produksi sehingga kegiatan penambangan (produksi) Pemohon Pailit menjadi
berhenti total./2008/PN. Mab) memutus Pemohon Pailit membayar ganti rugi
sejumlah Rp. 7.948.000.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus empat puluh
delapan juta rupiah) (bukti P-2)

Melalui putusan pengadilan negeri muara Bungo (NO. 14/Pdt.G/2008/PN.
Mab) memutus pemohon pailit membayar ganti rugi sejumlah Rp.
7.948.000.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus empat puluh delapan juta
rupiah) (bukti P-2).

Hal tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi (No.
56/Pdt/2009/PT. Jbi (bukti P-3) dan diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah
Agung (No. 1334 K/Pdt/2010) yang mana hal tersebut telah melampaui jatuh
tempo (bukti P-4)

b. Bahwa Pemohon Pailit mempunyai kredit terhadap PT. Bank Danamon
Muara Bango atas pinjaman untuk modal usaha dan modal kerja. Namum
karena Pemohon Pailit sudah tidak mempunyai kegiatan usaha lagi maka
pembayaran pinjaman senilai Rp. 1. 900.000.000.- (satu miliar sembilan ratus
juta rupiah) telah melampaii jatuh tempo. Kewajiban Pemohon Pailit
terhadap PT. Bank Danamon telah diambil ali oleh adik Pemohon Pailit
(Gusnawati), namun Pemohon Pailit berjanjin akan melunasi hutang tersebut
kepada adik Pemohon Pailit (bukti Terlampir). Namun sampai permohonan
pailit ini diajukan Pemohon Pailit tidak bisa membayar huantgnya kepada
adiknya (Gusnawati), (bukti P-5)

2. Hutang Lain:
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Disamping hutang pokok tersebut di atas Pemohon Pailit juga mempunyai

hutang-hutang lain yaitu:

a. Bahwa Pemohon Pailit harus membayar gaji karyawan, maka untuk
memenuhi hal tersebut Pemohon Pailit meminjam uang kepada Tuan Yongki
Gunawan Virgo, beralamat di Jalan Rawa Buaya Cengkareng sebesar Rp.
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) (bukti P-6)

b. Bahwa selanjutnya Pemohon Pailit jatuh sakit dan untuk biaya berobat
Pemohon Pailit meminjam uang kepada saudara Gusnawati, yang beralamat di
JI. Sultan Toha No. 10 RT. 02 RW. 05 Muara Bango Jambi sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pinjaman tersebut sudah
melewati jatuh tempo juga. Disamping itu Pemohon Pailit juga mempunyai
hutang kepada saudara Rina di Jakarta sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus
juta rupiah) (bukti P-7)

c. Kepada saudara Surip sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

(bukti P-8)

Berdasarkan uraian diatas dan kasus yang penulis uaraikan maka penulis tertarik
untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu DASAR HUKUM
PERMOHONAN PAILIT DI INDONESIA (Studi Putusan No. 09/PAILIT/2011/PN.
NIAGA/MEDAN). Alasan pemilihan judul tesebut diatas adalah untuk memahami
lebih dalam dasar-dasar hukum yang menjadi syarat permohonan pailit suatu
perusahaan di Indonesia, karena keadaan pailit adalah sesuatu hal yang termasuk

jarang terjadi khususnya di Medan.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana persayaratan agar permohonan pailit dapat diterima oleh
pengadilan niaga?
2. Bagaimana akibat hukum bila permohonan pailit dikabulkan pengadilan

niaga (Studi Putusan No. 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan
masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan, sehingga suatu
penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas supaya dapat memberikan arah sesuai

maksud diadakannya penelitian, adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dalam permohonan pernyataan
pailit agar dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada kasus putusan No.
09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN.

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas dikabulkannya permohonan
pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga pada kasus Putusan No.

09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoritis maupun praktis berdasarka penelitian tersebut. Adapun manfaat dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Manfat Secara Teoritis:

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang
bermanfaat bagi perkambngan ilmu hukum pada umumnya dan hukum
perusahaan pada khususnya

2. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang alasan dikabulkannya
permohonan pernyataan pailit dan akibat hukum atas dikabulkannya
permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.

b. Manfaat secara praktis:
1. Memberi pemahaman mengenai tujuam atas syarat-syarat dalam dalam
pengajuan permohonan pernyataan pailit

2. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-

pihak yang berwenang dalam menangani kasus kepailitan

3. Bagi perguruan tinggi bisa dijadikan data dan dasar untuk melakukan

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan kasus kepailitan

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai
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jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik

dangan data.!! Adapun hipotesis dalam penulisan ini adalah:

1. Syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pengajuan pailit adalah adanya
hutang debitur yang tidak bisa dibayar dan sudah lewat jatuh tempo sehingga
kreditor yang sudah melakukan penagihan namun tidak mendapat pembayaran
akan mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga pada
Pengadila Negeri.

2. Pengajuan pemohonan pernyataan pailit oleh kreditur maupun oleh debitor
sendiri terhadap pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri akan menyelamatkan
harta kreditur dan bisa memberi keadilan terhadapa kreditur-kreditur atas
pembayaran piutang yang akan diterima, meskipun ada kreditur yang piutangnya

yang lebih banyak di banding dengan kreditur lainnya.

"1 Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
Afabeta, 2015, hal. 96
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BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang kepailitan

1. Sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia

Bila ditelusuri secara lebih mendasar bahwa istilah “pailit” dijumpai dalam
perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang
berbeda — beda. Di dalam bahasa Prancis, istilah ‘“failite” artinya pemogokan atau
macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Prancis disebut le-failit.
Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda digunakan istilah faillet. Sedangkan
dalam bahasa Inggris dikenal istilah “failure” dan di dalam bahasa Latin

dipergunakan istilah “fallire”.!?

Dalam sejarah berlakunya peraturan kepailitan di Indonesia. Dapat dipilih
menjadi 3 masa yakni: masa sebelum Failisements Verordering berlaku, masa
berlakunya Failisements Verordering itu sendiri, dan masa berlakunya UU Kepailitan

yang sekarang ini:!?

a. Sebelum Berlakunya Failisements Verordering (Fv)

Sebelum Fv berlaku, dahulu hukum kepailitan itu diatur dalam dua tempat,

yaitu:

12 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia edisi revisi PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994 hal. 24

13 Rahayu hartini, Hukum kepailitan edisi tevisi dalam Rahayu Hartini, Penyelesaian
Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase)
Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009 hal. 65
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1. Wet book Van Koophandel selanjutnya disingkat dengan Wvk, buku ketiga
yang berjudul “van de voorzieningen in geval van onvormogen van
kooplienden” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan
ini adalah peraturan kepailitan begi pedagang.

2. Regalement op de rechtsvoordering (Rv) s. 1847-52 bsd 1849-63, buku
ketiga bab ketujuh dengan judul “vaan den staat von kennelijk onvermogen
atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

b. Masa Berlakunya Failisements Verordering (Fv) (S. 1905 No. 217 Jo. S. 1906

No. 348)

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam Fv (S. 1905-217 jo. S. 1906-
348). Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa,
golongan Cina, dan golongan Tiuer Asia (S. 1924-556). Bagi golongan
Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan Fv ini dengan cara
melakukan penundaan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku Fv 1905-
217 yang berlaku bagi semua orang, yaitu baik pedagang maupun bukan

pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

c. Masa Beralakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Pada akhirnya setelah berlakunya Fv S. 1905 No. 217 jo. 11906 No. 348,
Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan (meskipun masih
tambal sulam sifatnya), yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang

merupakan produk hukum nasional: dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.l Tahun 1998 tentang perubahan Atas
Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-
Undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada Tanggal 18 November 2004tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK

dan PKPU).

2. Pengertian Pailit.

Menurut Peter Mahmud, kata pailit berasal dari Bahasa Prancis “failite” yang
berarti kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah “failiet” dan

dalam hukum Angelo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act.’*

Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau “Bankrupt” adalah “the state
orcondition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is
unable to pay its debts as they are, or become due”. The term includes a person against
whom an involuntary petition has been field, or who has field, or who has field a
voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat
kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidak mampuan untuk
membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.
Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk
mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas

permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke

14 Rahayu Hartini Op. cit hal 71
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pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk
pemenuhan asas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang
debitor. Tanpa adanya perrmohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang
berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor.
Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh
hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun
menolak permohonan kepailitan yang diajukan. '

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk
kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan
debitor oleh curator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka
masing-masing.'®

Dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangna Perdagangan disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seorang yang oleh suatu
Pengadilan dinyatakan bangkrut Kativa-nya atau warisannya telah diperuntukkan

untuk membayar hutang — hutangnya.'”

1> Ahmad yani, gunawan Wijaya Op.cit hal. 11-12

16 Fred B.G Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah
oleh Perpu Nomor 1 tahun 1998 dalam Penyelesaian utang melalui Paiit dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Rudy Lontoh (Ed) Alumni Bandung 2000, hal 125

17" Abdurrahman A, 1991 dalam Munir Fuady Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT.
Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hal. 8
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Pasal 1 ayat (1);

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang
pengurusan dan Pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan
Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”!®

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya sitaan umum atas seulruh kekayaan si debitor.

2. Untuk kepentingan semua kreditor.

3. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang.

4. Debitor tidak kehilangna hak keperdataannya.

5. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus
harta kekayaannya.

6. Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132
KUHP Perdata.

3. Dasar Hukum Kepailitan.

Kepailitan di Indonesia sudah diatur sejak zaman Belanda tepatnya tahun
1905 dengan berlakunya S.1905-217 juncto S.1906-348, walaupun telah lama ada,
namun dalam praktek peraturan tersebut hampir tidak dipakai. Pada saat itu sangat

sedikit kasus-kasus yang ada dan memakai peraturan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kemudian pada tanggal 22 April 1998 Undang-Undang Kepailitan

(faillessement verordening Stb.1905 No. 308) ditetapkan dalam bentuk Peraturan

18 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tantang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembyaran Utang
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Tentang Kepailitan, yang kemudian
menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 akan tetapi adanya banyak kelemahan
sehingga diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang.

Muatan materi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari 7 bab
yaitu: Bab 1 Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Peninjauan Kembali, Bab V Ketentuan lain-

lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

B. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang,
karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupankan
perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang
diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak
yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang
yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang

diperjanjikan

Perjanjian hutang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-

meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab ketigabelas Buku Ketiga KUH
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Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihka yang lain suatu
jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihka yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari

macam dan keadaan yang sama pula.'’
1. Istilah Para Pihak Yang Digunakan.

Di atas tadi telah disebutkan bahwa dalam perjanjian utang piutang, terdapat
dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan
pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian
tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau
kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau

debitur.?’
2. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutangdapat terjadi karena dilatarbelakangi sejarah. Pada
pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena mirni

perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjianlain.

a. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latarbelakang

persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semat-mata untuk melakukan utang

19 Supramono Gatot, Perjanjia Utang Piutang, Kencana Prenadamedia Jakarta, 2013 hal. 9
20 bid hal 10
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piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu
pergi ke bank untuk meminjam kredit. Disini dapat dilihat bahwa terjadinya

perjanjian karena murni kepentingan utang piutang
b. Karena dilatarbelakangi perjanjianlain

pLain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya
perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian
sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang

kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.?!

C. Jatuh Tempo.

1. Pengertian Jatuh Tempo

KUHPerdata tidak memberikan suatu rumusan mengenai utang yang jatuh
tempo, walau demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata

menyetakan bahwa:

Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta
sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini
menetapkan, bahwa dibitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa, dalam perikatan untuk
memberikan atau menyerahkan sesuatu, undang-undang mebedakan kelalaian

berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, dimana:

2 Ibid hal 11
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1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka
waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, dibitor dianggap telah lalai
untuk melaksanakana kewajibannya;

2. Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor berkewajiban
untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka debitor baru dianggap lalai
jika telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikankewajibannya yang
tertuang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam
hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang
disampaikanoleh kreditor kepada debitor mengenai kalalaian debitor untuk
memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor

telah lalai.”?

D. Pengadilan Niaga

1. Latar Belakang Lahirnya Pengadilan Niaga

Krisis moneter yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997
menyebabkan banyaknya perusahaan yang collapse dan terlilit utang. Untuk
mengstasi penyelesaian utang-utang perusahaan tersebut, pemerintah atas tekanan
internasional monetary fund (IMF) melakukan revisi terhadap Undang-Undang
Kepailitan (faillisments-verordering) staatsblad tahun 1905 Nomor 217 jo.

Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang

22 Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT.
RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004, hal. 73-74
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merupakan warisan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat

memenuhi tuntutan zaman.

Oleh karena itu, akhirnya pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 dan
kemudian dengan undang-undang No.4 Tahun 1998, PERPU tersebut ditetapkan
sebagai Undang-Undang. Dengan PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun
1998 tersebut, Pengadila Niaga untuk pertama kali sebagaimana yang dinyatakan
secara tegas dalam Pasal 281 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun
1998 yang berbunyi sebagai berikut: Untuk pertama kali dengan undang-undang ini,
Pengadilan Niaga dibentruk pada Pengadila Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian,
pembentukan Pengadilan Niaga tersebut merupakan suatu implementasi dari bentuk

pengadilan khusus yang berada di bawah Lingkungan Peradilan Umum.??

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pengadilan yang
berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan
pengadilan umum.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan
Umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan

pailit dan penundaan kewajiban-kewajiban pembayaran hutang, yang

23 Ahmad yani, gunawan Wijaya Op.cit hal. 1-2
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pembentukannya dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
ketentuan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman. **
Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memtuskan perkara kepailitan atau
PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim majelis. dalam hal perniagaan. Ketua
Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang ada pada tingkat
pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari pengadilan umum,
mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut:?
1. Perkara kepailitan penundaan pembayaran, dan
2. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan
aturan pemerintah. Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri
dari dua macam yaitu sebagai berikut:
a. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan
b. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan
suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.
Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara
perdata yang berdasarkan HIR/RBg. Tetapi dalam Undang-Undang

ditetapkan adanya pengecualian.

24 Wingjosumarto Prawoto, Hukum Kepailitan, Tatanusa Jakarta, 2003, hal. 103-104
25 Munir Fuadi Op. cit hal. 18
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2 Kompetensi Pengadilan Niaga
Dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas dinyatakan:

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain
memeriksa dan memutas permohonan pernyataan pailit dan penundaan
kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara
lain di bidang perniagaan yang menetapkannya dilakukan dengan undang-
undang.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan absolut untuk
memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk
memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh
bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah

persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selain itu, UU Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga
yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausula arbitrase yaitu pada pasal 303

UU Kepailitan.?
3. Pembuktian sederhana

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah

jatuh tempo dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang

26 Jono Hukum Kepailitan. Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 84-85
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didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya

putusan pernyataan pailit.?’

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3)

UU Kepailitan yang menyatakan bahwa:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan

tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah

pembuktian sederhana mengenai:

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah

jatuh tempo;

2. Sksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan

kepailitan.?®

E. Kurator

Dari Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan
kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga. Pihak debitor, kreditor atau pihak
yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya

mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan

27 Jono, Ibid, hal. 90-91
28 Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan Op. Cit hal. 141
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niaga. Usaha tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila
pihak debitur, kreditur atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan
mengenai penganhgkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan
(BHP) diangkat sebagai kurator. Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan
pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan

adanya pengangkatan kurator (pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan ?°
1. Pengertian Kurator

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud
dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang
diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di

bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.*’
2. Dasar Hukum Kurator

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam putusan

pernyataan pailit harus diangkat:

a. Kurator; dan
b. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
3. Tugas, dan Wewenang Kurator

a. Tugs Kurator

2 Jono Op. Cit hal. 141
30 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
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Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan

harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan,

b. Wewenang Kurator

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh
undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas
(kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai
dengan tugan yang duberikan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk
melaksanakn tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal
putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau

peninjauan kembali®!

31 Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
1.  Waktu Penelitian.

Tabel
Rincian Waktu Penelitian

WAKTU PENELITIAN 2019-2020

No. KEGIATAN | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI
1. Pengajuan

Usulan

Penelitian

2. Perbaikan

Usulan
3. Pengajuan Data

Riset

4, Penyusunan

Skripsi
5. Bimbingan

Skripsi
6. Meja Hijau

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan alasan, karena
Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan dan diputusnya perkara yang

mejadi objek penelitian penulis.
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B. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif,
yakni penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan
perundang undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Penelitian hukum
normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku
dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dalam kaitannya dengan
dasar hukum dalam permohonan pailit.>?

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah
analisis yang mengarah pada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu bentuk
penulisan yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3. Teknik Pengumpulan Data.
a. Studi Lapangan

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap
obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer melalui wawancara.
Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu
Hakim Pengadilan Niaga Medan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara

terarah guna memperoleh hasil berupa informasi yang lengkap sesuai kepentingan

penelitian.

32 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2004, him. 52.
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b. Studi dokumen atau kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dalam rangka memperoleh data sekunder
melalui identifikasi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil
penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan data tertulis yang dibuat oleh Pengadilan
Negeri Medan.

c. Analisis Data

Data-data yang menjadi sumber penelitian ini dianalisis dengan jenis analisis
kualitat. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan
sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snombaal, Teknik pengumpulan
dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.*

33 Sugiyono, Op.Cit hal.15
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Syarat agar permohonan pailit dapat diterima oleh Pengadilan Niaga

Menganai syarat pengajuan pailit diataur pada Pasal 2, Syarat dan Putusan

Pailit:

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
kreditornya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan
oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya
dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal.

(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang
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bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit

hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dapat disimpulkan
bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan apabila

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Debitor setidaknya harus mempunyai lebih dari satu kreditor (Concursus
Creditorium);
b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu
kreditornya;
c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih
(due and payable) dapat dibuktikan secara sederhana.
2. Akibat Hukum Atas Permohonan Pailit Yang Dikabulkan Pengadilan Niaga

Berdasarkan Putusan No. 09/PAILIT/PN. NIAGA/MEDAN.

Terhadap kasus putusan Nomor 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN yang
menjadi objek kajian penulis dimana setelah dilakukan penelitian bahwa permohonan
pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Medan maka oleh Pengadilan Niaga, debitur
demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan
pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal

kepailitan itu.

Akibat khusus dari putusan Nomor 09/Pailit/2011/PN.NIAGA/MEDA setelah

hakim menyataka permohonan pailit pemohon dikabulkan maka akan ditunjuk Hakim
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pada Pengadilan Niaga sebagai Hakim pengawas dalam kepailitan tersebut, menunjuk
dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai Kurator dalam
kepailitan ini dan menghukum pemmohon dalam kapilitan ini untuk membayar biaya
yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh

satu ribu rupiah) terang Jamaluddin Hakim Niaga Di pengadilan Negeri Medan.

B. Saran

1. Dalam hal pengajuan permohonan pailit, syarat yang di tetapkan oleh undang-
undang menurut penulis terlalu sederhana, seharusnya sudah ada regulasi
yang baru. Khususnya bagi pemohon dalam hal ini kreditur yang lebih dari satu,
karena kreditur yang lain belum tentu sependapat dengan kreditur yang
mengajukan pailit (jika Kreditur yang memohon) dimana masih ada
kemungkinan dari kreditur yang lain untuk mau memberi kesempatan kepada
debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya, dibuat syarat khusus untuk
pemohon dari pihak kreditur yang lebih dari satu.

2. Dalam hal permohonan pailit di kabulkan oleh Pengadilan Niaga, lebih
mementingkan kepentingan Kreditur, dimana kita ketahui bersama bahwa fee
untuk Kurator sangat besar, ini juga perlu regulasi yang baru agar biaya yang
dikeluarkan untuk kurator disesuaikan lagi agara supaya para kreditur dapat
memperoleh hak-hak sesuai dengan piutangnya dan tercipta keadilan dalam

medapatkan pembayaran piutang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document AccéQed 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acc@pled 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



DAFTAR PUSTAKA
BUKU:

Abdulrahman A, dalam Munir Fuady. Hukum Pailit. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2005.

Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di
Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Mandar Maju, Bandung, 1999,

Gautama, Sudargo. Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia .
Bandung: PT. Adtya Bakti, 1998.

Gunawan, Muljadi Kartini dan Widjaja. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Harjono. “Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945 .” Jurnal Konstitusi
Vol. 4,2007: 16.

Hartini, Rahayu. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme
Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase. Jakarta: Kencana
Pranada Media Group, 2009.

Harjono, Sri Rejeki. Kapita Selekta Ekonomi. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
Jono. Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lontoh, Erman Rajagukguk dalam Rudhy. Penyelesaian Piutang Melalui Pailit atau
Penundaan Kwajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni, 2000.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004.

Prawoto, Wingjosumarto. Hukum Kepailitan. Jakarta: Tatanusa , 2003.

Samardi, Akhmad Sukris. “Kemandirian Hakim dan Pencapaian Keadilan Mahkamah
Konstitusi.” Jurnal Konstitusi, 2009: 12.

Sastrawidjaja, H. M. S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Bandung: PT. Alumni, 2006.

Siregar, Mustafa. Efektifitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga
Keuangan Lainnya, Disertasi, Penelitian Di Kodya Medan. Madan, 1990.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta, 2015.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)2/11/20



—. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta:
Alfabeta, 2015.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010

Supramono. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Ekonomi, CV MandarMaju, Bandung, 2000

Tambunan, Fred B. G dalam Rudhy Lontoh. Pokok-Pokok Undang-Undang
Kepailitan Sebagaimana Oleh Perpu Nomor I Tahun 1998 dalam Rudy Lontoh,
Penyelesaian Utang Piutang Mulalui Pailit dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Bandung: Alumni Bandung, 2000.

Wijaya, Ahmad Yani dan Gunawan. Seri Hukum Kepailitan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



Eppaviloradn Penpadian Bogs Medan gads tecpeal 12 Seciember 2011 dengan nomar

reglimras govhard Mumes 08P a DEAIT PN S Secan, Wty singa whaga ek

Lo TENTANE HEDUDUEAKN PERAOHOMN PASLI

Balima naria lanppel N3 Seppembes 2003

Cifraczinel ponepchangan boru bata

Faruaiz Burme Forkeia Jan Dyentik Baaman

friten Pelit mabbkosan bar azame

ela PT Bima Pralame Woszocnta, C%

LA lugs dan] Rahdit 1ersc bl saiu

R0 B [engm oluh oty ribg delasan =t ujuh pubch dalzzan l.'-:_l!:-' garsegnl

th astan ls=an =l Dzedic Djussan. Dz

Eapadatins Borg Do lamby, dan yasg

Bk

ta Lubar, Eucamatar laocmn Pascan,

Irksh dideral dangen lokasl Surgo o

I Babea Dooned [jusyn, “aipiesche wdioa lanab crmaksnd dizah dedi seeil

Sur srldparmdrs deogan bekh bae, A Mmars Mo, 537 [nggst 37 Jumi 2207

senlang by Foledayvan Hak Wik varg

Enel dfadepan Sebprn Shmes ram

SH Friar i AR aee Dunpa dengan wroian cokumean ot surat dizniarans

b Eurdl Fmecrpeladan Csnppuassan sk

bEn LAl

fa~ah alay nama skdol & Ll T 1]

b Petahnnes ot bdeng sanah alay nera Anchel Byis:

£ Eurgn mewerangae Domisdi Memo
flwname ahrnl A

4 Eeilans

LRS00 tanpgal TR Relar Jie

i Dby pady virggn’ 17 Oktpboe 2208 PT <arpd Burgd Panmlal Cirid Grcas RETC

=wlaporhan femabinn Palil ke Kepolivion Tagne Meten Bgara Cunps (M =s

SFOBIZAMNIIOOESIPE] das Pefpidi an kepeledas Mues Sunps =wlacokse.

#oice Livr di 335 bidang trah proyw b conpThangan batu Bada tedsltt den
9 ]

sf i i e b car pergitaan lln:lrl-.ln =an 5||.l:-ala|_il:gr.:|l::

helamuicya PT  %argp Bunga Parrz

Cong GH!.HIE(EBP‘CI e TRl

Farmrchon Fadil ke "Hn!,.-lrqun Hezen MMoss Dungg abas Sanyaraxsian oo

ne-ambzrgrs ecsebur o las schingge Weglatan punaBaneai Leesehul

s ade bl 198e dal eebul mrepaksaiken kerugan vang sorgnn Socar

man ge e kan nolang bagi Femas Male,

Sabwed Me=dbop Paid lwlah omergeukan Sew Peeadifan (Paduran o

QP Ml Ie00iy Rk ppda Feroadisn Reped Roars Dungs o0

oo e teticbap betae ditalak .o

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

HORET RN L [

Hatyman 150 1F
pabar v IR M TR i

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/11/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



Swubitinn i

]
a5 e LT 1 '{u:: %ﬁ;&“‘ll‘"d#ﬂ:q -@:’E‘*” ‘"-' ﬁ'r'
- ! Mﬁ-ﬁﬁpﬂﬂﬂﬂﬂi i.:-'"."ll 'I'L ':-:'B"'l

1
1

r*éi-i'f'!;:ﬁﬂ'

4

¥ ﬂ"r""-\-i"-Fl'-"...:l "_|= -.:Ih-. |i.'.l-:‘3:.h T

-
e

e

—_—
=

L,

’lf--> ST +3’h-‘i=~

.. L=
b 1 ., g
3 _ﬂ-%r”"':l e A ﬂ: ﬁ-\}._';tl-d_-l;

-\.ru

S Wﬁ w.u-.-.-.‘,&ai..{mﬂ-m:k-

4 1 "-:ﬁ'“'*"'”»"‘*"'-“ﬂi'&'-.ﬁ#& bzt po i e gy Bendne it Tan

e SR Tt ey Mﬁ P

LR I Fﬂﬁ:&éﬁﬁ&&iﬁi" oS b

. e il
ca 1 Kl mﬁl?;mﬁt’ﬁ"ﬁ??w"m't 1 m-\- %.
T

|-|'

SRR T ¢ B e
. e }f:"-f;lwm-gv..f?..?'q.-'u’ﬁ:—' ’
. fﬁ?;-- A rumiling ‘?i',ﬂﬂe-'?'\-_llm"lj niﬂj,.-_.rc E"I',-

'F

oy ;
-'.l.-'\rlg-'n.-'.b-'ﬂ1".-:' £y ¢°:'|',‘1 e “-ru-... _;..;::,. .m;,-ﬂua

R Skl o e,
""""'"“”'“”*i*'w g btes Fut 5 RS, iz“?‘hﬂ *flf i
f'r-.a.l.-..: _#I:EF?‘ p:f‘.l.. 1Itg%"a_d.“ _,l:-._,_'--.__._,t:#.ﬂ}lf\._?ﬂ.] ]
T x‘w?l;-&?-.'-i ﬁ!.ri-#-t-i-'_'cm ‘:.-_r..jagu-

'h
mmu*af, };} i b

gt
=1
L

-

b "":i}‘:l .I:...gj '.nh.fr' f"d-q’-?.' .-rf#ﬂ 3'&"&'\.:,‘_&‘!1” i =
SR I SR x—:"‘:ﬁ,;a?hé'f— _r-.rn.rﬁr n.-Tm;.. ST

“'ﬁF *E‘“ g, i’*i' 1£|<--r.:r.:lfr,;= L

L

'b..lys:ﬁ:'“\-lu'ﬁ'-'a-

ELE S v

LT =,
Bl

é?i:f:'

+

A O

1
' o
.-
|
|

e :"!'.ﬁr'.f": Tl ol o ) -;p-.-,-i_i:u; ""?*"-‘“'-.‘!"'JE‘I:‘I{-'-“‘L; BE T ::;Lﬁ "i.h‘i“qr"-'; .
'-"i.i.r!':mn -:"‘-"'|ﬁ ol ¢ -'lﬂ._l'\-gtﬂ _,-'q,,,,“.l...,‘_ur. 'tp*ﬁ‘h fﬁ.'.l.ﬁ.i' "li'i'.}ﬂ-chﬁ:l{ﬂﬂ K

.. i
. -!'?"':?!Enﬁ .-:-".::-I“'?l:l Ln-dﬁ-.ﬁ-ﬂ'lé"i?.lﬂ-_gl'\—h%ju-b R Irlaﬂw!— EI'&_"E"' é‘“'ﬁmf
P Rt ity R b e g O Jmam;.qau: A

PR ol Pae e o Gnegt.

i, TR AR A T SR e |

'. &
R ] SIEERE PER A T b T W;_qlﬁy B B i

jad
C M S T R M AR oy il ik, TRy e A

i, oa i B R T

" ﬁﬁm;ﬁawwr

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/11/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



	SKRIPSI
	AbstractENG (1)
	SKRIPSI



